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TENTANCG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

»

KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Memimbang : bahwa guna pelaksansan Pasal (4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang, Sistern Penyuluhan Perlanian, Perikanan, dan Kebutanan, dipandang
perlu mengeiur Komisi Penyuluhan  Pertanian, Perikenan, dan Kehutanan
Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditctapkan dengen Peraturan
Bupata.

Mengingat

bkt

Undang-Undang Numer 12 Tahun 1950 tentang Panbentukan Thersh-
daerah Kabupaten Dalam Linpkungan Propinsi Jawa Timur (Lembarsn
Megara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomer 19, Tambaban Lembaran
Hegara Republik Indonesia NMomws 9F,

Undang—LIndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenivkan Peraturan
Perundang-undangan (| embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 33, Tembahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4389);

Undang-Tindang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4421,

Undang-i/ndang Nomor 3] Tahun 2004 lentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 118, Tambahan Lembaran
Negera Republtk Indonesia Mumor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tehun 2009 tentang Perubshan Atas
Undanp-imdang Nomor 31 Tabun 2004 tentang Periksnan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tabun 2009 Nomor 154, Tambahan embaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5073);

Uindang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcolang Pemerintahan Dacrah
(Lemboren Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
fambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437)
sobagmimana telah dinheh dengan Undmng-Undang Nownor 12 Takun 2005
tentany, Perubshan Kedua Atas Undang-Uindang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200% Nomor 59, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 4844);



Menetapkan

0.

LL.

12,

13,

4.

13.

16.

I

Undanp=Undang Nomor 16 Tahun 2006 (entang Sistem FPemyuluhan
Pertaniun, Perikanan, dan Kehutonan (T.embaran MNegars Republik
Indonesia Tabun 20{t% Nomor 92, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesin. Nomor 4660,

Undang-Undang Womor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan don
Pengelolaan Lingkingan Hidop ([.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Numor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5059);

Unilang-Uindang Homor 41 Tabon 2009 {emang Perlindongam Labwem
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lernbaran Negara Republik Indunesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negora Eepublik Indopesia
Nomor 5068);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
din Pemindahan Tempat Kedudukan Pemeriniahan Dacrah Kabupaien
Panarukan (Lembaran Negara Rcopublk Indonesia Tahm 1972
MNomwr 381

Peraturan Pemeriniah Nomor 7¢ Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Penguwasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah  (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarm
Negara Republik Indonesia Nomor 4564),

Peraturan Pemenintah Nownor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Permerintahan Antara Pemerintah, Pemerintoben Daciah Propinsi, dan
Pemerintish Therah  Kabupaten/Kota {Lembaran Megara  Republik
Indonesia Tabun 2007 Noror 82, ‘I'ambahan [embaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737},

Peraturan Menteni Dalam Negeri Numor 23 Tabun 2007 tentang Pedoman Taka
Cara Penpgawasan Atss Penyelenggarasn Pemenintah Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negerd Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Pacrah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 1entang
Urusan Pemerintghan Daerah Kabupaten Situbondo (Lemburan 1aerah
Kabupaten Stubondo Tahun 2008 Nomer 02);

Peramuran Daerah Kobupeten Situbcixdo Nomoer 04 Taon 2008 ientang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja [embaga Teknis Daerah Kabupaten
Siubondo (Lembaran Daemh Kabupsaten Situbonde Tahmm 2008
Nomar 04);

Peraturam Bupali Situbondo Nomor 56 Tahun 2008 tentany Uraian Tugas
dan Fungsi Radan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Pemyuluhan
Kabupaten Situbonde.

MEMUTUSKAN ;

: PERATURAN BUFAT]I TENTANG KOMISI PENYULUHAN

PERTANMIAN, PERIKANAM, DAN KEHUTANAN KABIUPATEM
STFUBONDOD

BARI
KFETENTUAN UMM
Passall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksod dengan :

1.
2.
3.

IDaerah adalah Kabuapaien Sinibondc,

Bupati adalah Bupati Situbonda,

Pemerintsh Dacrah adalah Bupati dan peranpkat dacrah sebagai unsur
peryelenggara pemerintahan daerzh di Kabupaten Situbondo.



4. DBadan Ketahanan Pangan dan Pefaksana Penyuiuhan adalah Badan
Eetehanan Pangan <lan Pelaksana Peayuluban Kabupaten Situbondo.

5. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutenan vang sclanjuinya
disebut Komisi Penyuluban adalak Komigi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kchutanan Kabupalen Stlubondo.

6. Ketuz Komisi Pomyuluban Pertamian, Perikanan, dan Kchutanan vang
sclanjutnya discbut Ketua Komisi Peoyuluhan adalah Kelua Komisi
Penyuluhan Perianian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Situbondo,

7. Penyuluhan adalnh proses pembelajaran bagi pelaku wama serta pelaku
usaha di daerabh agar mercka mav dan mampu menolong dan
mengorgamisasikan dirinya dalsm mengakses informasi pase, teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainpya gebagal npaya untuk meningkatkan
produktifitas, shsiensi usaba, pendapatan, dan kesejateranmyn serta
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian linpknogan,

B.  Periznian yang mencakup tanaman pangan, hohikubara, pervkebunan, dan
peternakan yang selanjutnya diseban pertanian adalah selurub kegiatan
yang meliputi usaha hufu, usaha tani, aproindustri, pemasaran, Jan jasa
penunjang pengelolaan sumbendaya alam havati dalam agroekosistem
yang scsuai dan berkelanjutan, dengan hantuan teknolohi, modal, tenaga
kerja, dan manajemen untiek mendapatkan manfaat sebesar-besarya bagi
kesehatun masyarakai,

9.  Perikanan ad:lah semua kegiatan yang berbnbimgan dengan pengefoloun
dan pemaniastan sumber daya ikan dan  lingkungannya  secara
berkelanjutan, pulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai
dengan pomasaran  yang dilaksanakan  dalam ety 3tk bismis
perikanan,

1. Kehutenan adalab gistem penguncem vang bersenglotpadt dengan buan,
kawasan hutan, dan hasil butan yang disefenggarakan seeara lerpadu dan
berkelanjutan

BAB 1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupali ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan Kabupaten Situbondo.

BARB It
KEMMUKAN, TUGAS, DAN FINGSE
Pagal 3
Komisi Penyolihan serupakan tembaga independen yang merupaken mitra
kerja Bupati, ferdini dari pakar dan/atan praktisi yang mempunyai keahlian dan
kepedulian di bidimg penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 4

Komisi Penyuluhan mempunysi tugas untuk memberikan masekan dan
pertimbangan kepado Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi
penyuluban dacrah.

Pasnl 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi

Penyuluban mempunyai fungsi :

4 Penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyulubhan scbagai pedoman
pelaksanaan tugas ;



()

@)

(1)

(2)

{3}

Felaksanaan koordinasi dengan instansi pemenintal, lerbaya masyarakat,
dan/atau masyarakat baik secara formal maupun informal apar tercapai
kesepahamman ;

Pemberiun mekomendasi‘babem  perttmbanpgan kepada Bupati tentang
pecngembangan kebijakan  dan strategi dalam penyelenggaraan
penyuluhan ;

Pemberan rekomendasi/bahan  pertimbangan yang berkaitan dengan
pemberian fagilitas pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan
pemmerintah  dacrsh dalam mengelols penyulnhan Jdi dacrah  dalam
penvelenggaren otonomi daerah ;

Pemberian  rekomendasivbahan  pertimbangan  dun  fesilitasi  kepada
penyuled berkeritenr dengan kolombagaan, kotionagsem, penyelonggarasm
program, dun pembiaysan penywluban dalam rangka pengoatan dan
pengembangan penyuvluhan ;

Pomberian rekomcndasi/bahan pertimbangan wrivk permecahan masabah-

masalah dalum penyelenguaraan penyububan ;
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang hugasnya <demi pencapetan
tupas Komisi Penyuluhan.

BARITV
ORGANISASI

Pasal 6
Susunan Organissi Komisi Penywuban iendin dar -
a kKetua merangkap angpota ;
b. Wakil Ketua merangkap anggota |
¢. Sekretans merangkap angpota |
d. Angrota, scjumlah & (enam) orang.
Strukiur Orpganisasi Komisi Penyuluhan sebagaimanma dimaksud pada ayat
{1}, tercantum dalam Lampiran dan merapakan bagian tak terpizahkan
denpan Peraluran Bupals i,

BABY
MASA JABATAN
Pasal 7

Masa jabatan anppota Komisl Penywluhan adalab § (lima) tabon dan
sctelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali maksimal satu kali
masd jabatam berikulnva,

Datam bhal terdapat anggota yeng berhalangsn tetap ataw mengundurkan
diri, dapat dilaksanakan pergantian anggota antar wakta.
Keanppotaan FKomist Peoyulohan  ditetapkan  lebab  lanpst  dengan
Keputusin Bupan.
BAR VI
LFRAIAN TUGAS
Bagian Feriama
Ketua
Fassl B

Kema Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok umtuk mengelola pemberian
masukan kepada Bupati scbagai baban pemyusunan kebijakan dan strategi
penyuluhan dacrah.



Pasal 9

Uraian tugas Ketua Komisi Penyuluhan schagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

adalah sebagai berikut :

i  Menyusun rencana kegintan Komisi Ponyulvhan sebagai  pedoman
pelaksanpen tugas;

b. Melaksonakan koordinasi dengan instansi  pemerintah, fembaga
masyarakat, dan‘atay masyarakat baik secara formsl maupun informal
fpar {ercapai kesepahaman;

¢ Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan kepada
Bupati fenlang pengembangan  kebijakan dan  straleyi  dalam
penyelenggaraan penyuluhan;

d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan yang
berkaitan dengan pemberian fusililas  pemerintzsh  dacrah  umtuk
mempercepat  kemampuan  pemerintah  dacrah  dalam  mengelola
pernyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daersh:

¢.  Menyelenggarakan pemberian rckomendasi/baban perttmbsmgan  dan
fasilitasi kepadze penyuluh betkaitsn dempgen kelembagsan, ketenngaan,
penyelenggaraan progrem, dan pombiaysan penyuluhan dalam rangka
penguatan dan pengembangan penyuluhan;

£ Menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan wntuk
pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggarsan penyuluhan;

g Melaporkan perkembangan hasil pepyniuhan kepada Bupati;

h.  Melaksanakan tugas lamn sesuai dengan bidang tugasnya guna pvncapaian
tyjuar Kemisi Penyuluhan.

Bagian Keduna
Wakil Kema
Pasal I
Wakil Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tupas pokok sehagai berikut ;
2 Melaksanakan tugas Ketua Komisi Penyvuluban dalara hal Ketua Komisi
Penyuluhan berhalingzn dalam melaksanakan rogasaya :
b.  Melaksanakan tgas lain yang diberikan Ketua Komisi Penyulubom.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Paual 1%

Sekretaris Komisi Penyuluhan mempunyat tugas pokok untuk mengelols urasan
kesckretarialan Komisi Penyulubhan juma menunjany pefak sansan hupas.

Pasal 12

Uraian igas Sekoretarts Komisi Penyululem sebagaimana dimaksod delam Pasal

11, aclalah sehagai berikit :

a.  Menyclenggarakan kegiaman administrasi =suat  menyirat, kearsipan,
kehumasan, keprotokolan, keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang
pelaksanaon kegiatan Komisi Penyuluhan ;

b.  Menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai buhan evalyasi
dan pertanggungjawahan kepade Bupati ;

c.  Melaporkan pelaksanaan wgasnya kepada Ketua Komisi Penyuluhan ;

d.  Melaksanakan tugas [ain sesuai bidang tugasnya dalum rangka pencapaian
tujuaa Komsi Penyuhihan.



-

fFagiam Keempat
Angpota
Pasal 13
Anggota Komisi Penyuluhan mempunyai lugas pokok antiek membanie Kena

Komisi Penyuluhan dalam memberikan masukan/pertimbengan kepada Bupati
schapai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhen dagrah,

Pasal 14

Uraian tupas Angeota Komisi Penyulvhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, adalah sebagai berikot:

a  Menyiapkan bahan masuksn/periimbangan kepada Ketna Komisi
Pemyuluhan yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan
kebijakan dan strale pengernbangan penyuluhan ;

b. Meleksanakan sosializasi don fasilitasi dalam rangka pengembangan
ketenagasn, kelembagaan, dan penyelenggarean pemyuluhan ;

¢. Menghadint rapat’periemosn internal Komisi Pemyuluhan guna adanys
kegepahaman dan kesatuan lanpkah dalam pelaksanaan tupas ;

d. Melaksanakan tagas lain sesusi dengan bidang tupasnya dalam rangka
pencapaian tujuan Komisi Penyuivhan.

BAB VI
TATA KERJA
Pazal 15
Dalom  melakaanakan tosaz  don  funplinyz, Komisi  Penyulohan  wajib
berpedoman pada pemturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal [6

Dalam melaksanakan tugas memberikan magukan/pertimbangan kepada Bupat
sebagaimana Jdimaksod datam Pasal 4, Komisi Penyuluban menyvampaikan
tembusannya kepads Sekretanis Daerah dan Pimpinan Saman Kerja yang
melaksanakan fmgsi penyuluhan di Kabupaten Situbondo.

Fasal 17
Keta, Sckretaris, dan Angpote Komisi Penyuluhan wajib mencrapkan prinsip
koardinasi, integrasi. dan sinkronisagi seeara vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan Homisi Penyuluhan maupun demgan lembaga lain, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Komisi Penyuluhan dapat hekerjasama dengan lembaga latn yang mempunyai
komittmen dan kepedudian dalam pengombangan penyuluban,

Pasal 19
(1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat, yang meliputi ;
a. Rapat perencanaan dan evaluasi, dilaksanakan sebanyak 2 {dua) kali
dalam sctabun.
b. Rapat periodik, yany dilaksimakan sekurang-kurangnya 3 (tga) bulan
sekali ;
¢. Rapat insiklentil, yang dilaksamaknn sewakin-wakiu btla diperiukan.
(2) Rapat sebagaimana diupaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, atau
Pejabat lain yang mendapat pelimpiahan wewenzng dan Ketua.



BAR VIIT
SEERETARIAT
Passl 10
Dalam melaksanakan tugasnyz, Komist Penyaluhan dibantu oleh Sckretarial.

Pasal 21
(1) Sekretarat dipimpin oleh scoranp Seckretaris dan dibantu oleb 3 (tiga)
orang Anggata.
(2) Sekremnat berkedudikan di Bedan Ketahanan Pangan dan Pelaksans
Penyuluhan.

(3) Keanpggotaan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan Kepratusan Kepala
Badan Ketahanen Pangan dan Pelaksana Penyulohan.

BAR 1X
PEMBIAYAAN
Fasal 22
Sepala biaye berkemaan dengan pernbenmiukan dan pelaksansan tugas Komisi
Pemyuluhan dibebankan peda Anggurin Peodapaten dan Belanja Daerah
{APBD) Kabupaten Situbondo dan sumber lain veng sah dan tidek mengikat.

BAR X
KETENTIAN PENUTUP
Pasul 23
Hal-hal yang belum diatur dulam Peraturan Bupati ini sepanjung mengenai
teknis pelaksangannys. ditelapkan lebih lanjut dengan Keputusin Kepala Badin
Kctahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sitabondo.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads langgal diundangkan

Agar setiap orang dapat menpetehuinya, memerintahkan pengundangan
Peratwran Bupati ini dengan perempataniya dalem Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo.

Diundangkan di Situbonde
padatanggal ) /.
PiL SEKRETARIS DAERAH
KABUP SITUBONDO,

Ir, ¥ HORRACHMAMN. MM
Pemabima Utamsa Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITURONDO TAHUN Z0i0 NOMOR 22



STRUKTUR ORGANISAS]

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo,
L

Tangpal : /£

Nomor :ii Tal'lun;?.{l'lﬂ

KOMIS] PENYULUVHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

KABUPATEN SITUBGNDO

KETUCA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA ANGGOTA || ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA




